Djoharis Lubis — Kajian/Telaahan Pembangunan Daerah Tertinggal di Era Otonomi Daerah

KAJIAN TELAAHAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DI ERA
OTONOMI DAERAH

Djoharis Lubis
FT — Universitas INDONUSA Esa Unggul, Jakarta
JI. Arjuna Utara Tol Tomang Kebun Jeruk, Jakarta 11510
djoharis.lubis@yahoo.com

ABSTRAK

Sebagian wilayah di Indonesia masih terdapat daerah
tertinggal yang terdiri dari Komunitas Adat Terpencil,
dimana KAT tersebut masih terkesan tertinggal dengan
dengan daerah yang lain. Daerah tertinggal tersebut me-
miliki sumber daya alam yang potensial, yang dapat
dikembangkan dan dikelola dengan baik untuk dapat
mensejahterakan komunitas-komunitas di dalamnya khu-
susnya di bidang Pendidikan, kesehatan, dan ekonomi
kerakyatan. Untuk itulah di era otonomi daerah sekarang
ini diperlukan penataan daerah tersebut yang akan
terlaksana melalui koordinasi Integrasi, dan Sinkronisasi
baik pada tataran kebijakan mikro strategis, makro ope-
rasional maupun kebijakan mikro strategis dan mikro
operasional.

Kata Kunci:
Pembangunan Daerah tertinggal, KAT, Otonomi Daerah

Pendahuluan

Berdasarkan data dari Kementerian Negara
Pembangunan Daerah Tertinggal, dari 440 Kabupa-
ten / Kota di seluruh Indonesia terdapat 199 Daerah
Tertinggal Selanjutnya. dari 69.955 jumlah Desa di
seluruh Indonesia, 9.625 Desa diantaranya adalah
Desa Tertinggal Dalam pada itu, berdasarkan data
Direktorat Komunitas Adat Terpencil, Departemen
Sosial, saat ini tercatat jumlah Komunitas Adat
Terpencil (KAT) di Indonesia sebanyak 267.550
KAT dan 8 Daerah Rawan Konflik. Dari angka-
angka tersebut jelas terlihat bahwa Jumlah Daerah
Tertinggal serta KAT di tanah air kita cukup besar
yang ditandai antara lain oleh rendahnya aksesibi-
litas terhadap sentra-sentra pelayanan kesehatan,
pendidikan, sanitasi, air bersih, perumahan dan
pemukiman yang layak, sumber-sumber permo-
dalan, teknologi informasi serta pasar hasil-hasil
produksi komoditi primer.

Sesungguhnya Daerah Tertinggal memiliki
sumber daya alam dan sumber daya manusia yang
potensial untuk dikembangkan serta dikelola dan
dapat dimanfaatkan untuk peningkatan kesejahte-
raan rakyat setempat ataupun sumber pendapatan
Pemerintah daerah dan Pemerintah Pusat. Namun
berdasarkan angka-angka BPS terlihat adanya ke-

senjangan tingkat kesejahteraan antara masyarakat
Daerah Tertinggal dibandingkan dengan masyarakat
lainnya sehingga perlu diupayakan Percepatan Pe-
ningkatan Kesejahteraan rakyat di Daerah Ter-
tinggal tersebut.

Mengingat sebagian besar Pemerintah Dae-
rah di beberapa Daerah Tertinggal memiliki keter-
batasan dari segi pendanaan, teknologi, dan kualitas
sumber daya manusia dan melihat berbagai upaya
yang dilakukan Kementerian Negara Pembangunan
Daerah Tertinggal serta Departemen teknis terkait
lainnya masih memerlukan peningkatan Koordinasi,
Integrasi, dan Sinkronisasi baik pada tataran kebija-
kan mikro strategis, makro operasional maupun
kebijakan mikro strategis dan mikro operasional di-
bidang kesehatan, pendidikan dan ekonomi kerak-
yatan serta pemecahan masalah sosial lainnya, maka
dirasa perlu melaksanakan kajian / telaahaan tentang
Percepatan Peningkatan Kesejahteraan Rakyat di
Daerah tertinggal.

Maksud dan Tujuan

Adapun maksud dan tujuan dilaksana-
kannya kajian tentang Pembangunan Daerah Ter-
tinggal ini adalah:

a. Menginventarisir permasalahan saat ini dan upa-
ya pemecahannya dalam rangka mempercepat
Peningkatan Pembangunan di Daerah Tertinggal

b. Menghimpun hasil kajian / telahaan tentang Pem-
bangunan Daerah Tertinggal

c. Merangkum dan menyimpulkan hasil-hasil ka-
jian/ telahaan yang dibahas dalam pertemuan
koordinasi lintas Instansi.

Dalam rangka Kajian/ Telaahan Pemba-
ngunan Daerah Tertinggal ini menggunakan meto-
dologi sebagai berikut :

a. Pengumpulan data ke lapangan dengan menggu-
nakan metoda random sampling secara propor-
sional

b. Pengumpulan data dilakukan di Provinsi dengan
fokus Kabupaten yang Desa Tertinggalnya ba-
nyak seperti di Papua, NTT, Kalimantan Timur,
Riau, dan Sulawesi Utara
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c. Pengolahan data dilakukan dengan membuat Ta-
bulasi Data dan menganalisanya dengan meng-
gunakan SWOT analisis

d. Hasil analisa digunakan sebagai masukan dalam
penyusunan laporan akhir

e. Konsep laporan akhir dibahas dalam pertemuan
koordinasi dengan instansi terkait

Pengertian Daerah Tertinggal

Daerah Tertinggal adalah daerah Kabupaten
atau Desa yang masyarakat serta wilayahnya relatif
kurang berkembang dibandingkan daerah lain dalam
skala nasional. Saat ini ada 199 Kabupaten/Kota
masuk kategori tertinggal dan 9.625 Desa dari
69.955 Desa di Indonesia. Termasuk kategori
Daerah tertinggal adalah Daerah Rawan Bencana,
Rawan konflik, Daerah perbatasan Negara dan
komunitas Adat Tertinggal. (Kompas, 2006).

Karakteristik dan Penyebab Daerah Ter-
tinggal

Suatu daerah disebut Daerah Tertinggal ka-
rena memiliki karakteristik yang menyebabkan
daerah tersebut menjadi tertinggal yaitu :

a. Geografis, umumnya secara geografis Daerah
Tertinggal relative sulit dijangkau karena
letaknya yang jauh di pedalaman, perbukitan/
pegunungan, kepulauan, pesisir, dan pulau-
pulau terpencil karena factor geomorfologis
lainnya sehingga sulit dijangkau oleh jaringan
baik transportasi maupun media komunikasi.
Sebaran daerah tertinggal secara geografis digo-
longkan menjadi beberapa kelompok, antara
lain :

1) Daerah yang terletak diwilayah pedalaman,
tepi hutan, dan pegunungan yang pada
umumnya tidak atau belum memiliki akses
ke daerah lain yang relative lebih maju;

2) Daerah yang terletak di pulau-pulau kecil,
gugusan pulau yang berpenduduk dan me-
miliki kesulitan akses ke daerah lain yang
lebih maju;

3) Daerah yang secara administrative sebagian
atau seluruhnya terletak di perbatasan antar
Negara baik batas darat, maupun laut;

4) Daerah yang terletak di wilayah rawan
bencana alam baik gempa, longsor, gunung
api maupun banjir;

5) Daerah yang sebagian besar wilayahnya
berupa pesisir.

b. Sumber daya alam, beberapa daerah tertinggal
tidak memiliki potensi sumber daya alam, daerah
yang memiliki sumber daya alam yang besar
namun lingkungan sekitarnya merupakan daerah

yang dilindungi atau tidak dapat dieksploitasi,
dan daerah tertinggal akibat pemanfaatan sumber
daya alam yang berlebihan.

c. Sumber daya manusia, pada umumnya masya-
rakat di daerah tertinggal mempunyai tingkat
pendidikan, pengetahuan dan keterampilan yang
relative rendah serta kelembagaan adat yang
belum berkembang.

d. Prasarana dan sarana, keterbatasan prasarana
dan sarana komunikasi, transportasi air bersih,
irigasi, kesehatan, pendidikan, dan pelayanan
lainnya yang menyebabkan masyarakat di daerah
tertinggal tersebut mengalami kesulitan untuk
melakukan aktivitas ekonomi dan sosial.

e. Daerah rawan bencana dan konflik sosial, se-
ringnya suatu daerah mengalami bencana alam
seperti kekeringan dan banjir, dan konflik sosial
dapat menyebabkan terganggunya kegiatan pem-
bangunan sosial dan ekonomi.

f. Kebijakan pembangunan, suatu daerah menjadi
tertinggal dapat disebabkan oleh beberapa kebi-
jakan yang tidak tepat seperti kurang memihak
pada pembangunan Daerah Tertinggal, kesalahan
pendekatan dan prioritas pembangunan, serta
tidak dilibatkannya kelembagaan masyarakat adat
dalam perencanaan dan pembangunan. (Kompas,
2006)

Pembahasan

Kondisi Masyarakat di Daerah Tertinggal
Setelah 5 Tahun Pelaksanaan Otonomi Dae-
rah

Sejak diterbitkannya UU No. 22 Tahun
1999, J.O. UU No. 32 Tahun 2004 tentang Peme-
rintahan Daerah sebagai dasar hukum pelaksanaan
Otonomi Daerah belum optimal manfaat yang dira-
sakan masyarakat di berbagai daerah. Hasil pene-
litian berikut ini memperkuat argument tersebut.
berdasarkan hasil penelitian pelaksanaan lima tahun
Otonomi Daerah yang dilakukan harian “Kompas”
dan dipublikasikan pada tanggal 2 Januari 2006,
diperoleh informasi sebagaimana dapat dilihat pada
Tabel 3.

Berdasarkan hasil penelitian pada Tabel 1
dan Tabel 2, yang dilaksanakan di Jayapura, Ma-
kasar, Pontianak, Banjarmasin, Padang dan Medan
terhadap pelaksanaan Otonomi Daerah diperoleh
kesan antara lain lebih dari 50 % responden tidak
merasa puas terhadap perkembangan dunia usaha,
perkembangan industri, perkembangan ekonomi,
ketersediaan lapangan kerja, kesejahteraan masya-
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rakat, kwalitas DPR dan upaya pemberantasan
KKN.

Sementara itu lebih 50 % responden telah
merasa puas terhadap kebebasan berpolitik, kebe-

basan beribadah, kerukunan masyarakat, keamanan,
kualitas pelayanan kesehatan masyarakat, penanga-

nan transportasi, kualitas jalan raya dan kualitas fa-
silitas umum.

Tabel 1
Hasil Penelitian Pelaksanaan Lima Tahun Otonomi Daerah

HASIL PENELITIAN PELAKSANAAN LIMA TAHUN OTONOMI DAERAH
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Tabel 2

Hasil Penelitian Terhadap Pelaksanaan Otonomi Daerah
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sampling errar = +- 3.4 %
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Telaahan tentang Komunitas Adat Terpencil
(KAT)

KAT merupakan kelompok masyarakat
dengan sosial budaya yang bersifat lokal dan
terpencil serta kurang atau belum terlibat dalam
jaringan dan pelayanan baik sosial, ekonomi mau-
pun politik. Persebaran KAT sebagian besar di
Papua, NTT, Sulawesi, Kalimantan, dan Maluku
Utara. Karakteristik wilayah KAT bervariasi sesuai
dengan kondisi alamnya. Atas dasar tersebut, maka
supaya percepatan pembangunan Kesra di KAT,
harus mempertimbangkan 4 karakteristik wilayah
dan kategori KAT dilihat dari segi permukimannya.
4 karakteristik tersebut yaitu:

1. KAT yang tinggal di daerah DAS/pedalaman

2. KAT yang tinggal di dataran tinggi dan/daerah
pegunungan

3. KAT yang tinggal di daerah pesisir dan pulau-
pulau

4. KAT yang tinggal di daerah perbatasan

Program Kesra Yang terkait dengan KAT

1. Penghapusan kemiskinan

2. Peningkatan akses rakyat terhadap Pendidikan
yang lebih berkwalitas

3. Penghapusan ketimpangan di berbagai bentuk

4. Perbaikan pengelolaan sumberdaya alam dan pe-
lestarian mutu lingkunganhidup

5. Revitalisasi Pertanian dan pedesaan

Koordinasi Program Kesra Dalam Pengembangan

KAT

1. Upaya menterjemahkan Program Kesra yang
langsung dapat menyentuh KAT harus terpadu
melibatkan multi stake holders,multidisiplin dan
multi sector

2. Dalam era Otonomi Daerah, pengembangan
KAT fokos simpul koordinasi di Bupati, se-
dangkan di Provinsi dan Pusat memfasilitasi
forum multi stake holders di tingkat Kabupaten

3. Model-model koordinasi program kesra dalam
pengembangan KAT dalam katagori menetap
dapat dilihat bagan berikut ini:

KOORDINASI PROGRAM KESRA DALAM PEMBERDAYAAN USAHA KAT

KATAGORI MENETAP J
TARIKAN < >
Sektor Ekonomi Riil/DUNIA USAHA N ;Ek?:[[l(f\)'ll‘(
KONGLOMERAT, USAHA BESAR, Perusahaan ﬁ
MENENGAH,KECIL ,KOPERASI ‘ | | 1 Mitra PUSAT
FORUM PENGADUAN
r} LINTAS PELAKU I
Lembaga
Ssaran Kelompok KELOMPOK
H KAT menetap ‘ ........... Keuangan i KERJA KAT
Perusahaan > | PELAJU,PEMAJU,PENGUJA — p
MITRA <«--p | DESA: P PROPINSI
< T ¢
DORONGAN
PROGRAM TASKIN SEKTORAL dengan ' >
Dana JPS dan skim Krdit TASKIN KELOMPOK
Dukungan Dukungan Dukungan Dukungan Dukugan | [€———t KERJA KAT
pengembagan Permodalan Teknologi Pasar Kelembagaan KABUPATEN
SUMBER DAYA
DINAS-DINAS PEMDA KABUPATEN I
Kf_:te@lngan:
: Garis koordinasi
<) : Dukungan sumber daya
=% . Arus uang dan barang
——3p  Arusuang
—® : Garis Pembinaan

Sumber: Kompas, 2006
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Telaahan Tentang Kesra di daerah konflik orang, barang dan uang karena rasa takut dan

Salah satu ciri-ciri Daerah Tertinggal adalah ~ khawatir yang mengancam jiwa, keberlangsungan
daerah yang lambat pembangunannya akibat adanya  usaha dan pembangunan kesejahteraan rakyat.
konflik baik konflik horizontal maupun konflik  Daerah rawan konflik yang direkam dalam kajian ini
vertikal. Implikasi terjadinya konflik tersebut ber-  yaitu daerah Provinsi Papua sebagai berikut:
dampak terhadap rendahnyaintensitas dan mobilitas

PETA DAN PROFIL KONFLIK PROVINSI PAPUA

T S, Vol TUNTUTAN
/7 et * Pemerataan kesejahteraan sosial dan

. ekonomi serta komposisi bagi hasil SDA.
fiarsan sos!aI * Pemberdayaan SDM putra daerah.

* Realisasi pembentukan MRP.

* Penolakan pemekaran wilayah Papua

menjadi 3 Prov.
= Merdeka/memisahkan diri dari NKRI

(OPM/TPN, Dewan Adat Papua/PDP

@se[;a ] . ! . !
UPAYA PENANGANAN
3 F = Oktober 1999 dikeluarkannya UU No. 45/1999 tig
R Pembentukan Prmlrjamng Ifjabar, Kab. Mimika, Kab.
B-MIMyaOPMI: fé’aqdmmm c "285‘ murkm E] 1200 Otsus bagi
Pengibaran bendera Bintang Kejora se| B =} 1 di s g E m
gkann aUUNoZGTh2002ng
, Kab. Sorang

+ Penetapan masalah perbatasan antar

2000/2001/2002, Biak Th 2000, Timika Th 2000!21:03

Merauks Th 2000. Pembantu kan a0. wi %
+ Kongres Rakyal Papua (KRP) Th 2000, Selatan, Kab. Raja Ampai ao" lang 3 . Funahunantlgkabbghm pemekaran.
* Terbunuhnya Theys Hiyo Eluay tgl 10 Nov 2001, Yahukimo, Kab. Tolikara, Kab. Waropen, e 3] I Program strategis m menyentuh
* Insiden Timika, Agustus 2003, sebagai dampak pro kontra Kab. Boven Digul, Kab. Mappl, Kab. Asmat, Kab¥ kebutuhan mas
) g"“"“"" Provinsi. - Bintuni dan Kab. Teluk Wondama. « Aktivitas LSM negatif, link up dgn luar
"“"“‘:;?.;:“’”::::‘”*3‘5"’: °F;|""- s ':‘"‘“" Jaya, g 12 « 27 Jan 2003 dikeluarkannya Inpres No. 1/2003 tig
ERICBr 2004, pambakarsn S0, 4 unk rmah gun ssrta P atan Pelaksanaan UU No. 45/1999. mempertegas » Gerakan separatis OPM/TPN-DAP/

Tp..m milik PT Modemn pada tgl 16 Oklober 2004,
* 2004 di Triks Al dilakukan b
e ar s et Do + Melantik Pj. Gub. Irjabar.
dipimpin Drs. Fllep JS Karma, dihadir massa + 100 org = Penguatan manajemen pemerintah Irjabar dan monev
mengakibatkan bentrok fisik dgn aparat Kepoiisian, 13 orang dinamika masyarakat dalam wilayah Irjaten
'SL:'Q s'r::’my:« Drs. Filep JS Karma ia» Yusak Pagaway, » Sinkronisasi regulasi UU 21 a'?OO‘r uu 451 gQQ dan Inpres
. i manjalani proses hukum. 1/2003.
10 Mei 2005 terdakwa kasus makar Drs. Filep JS Karma dan + 7 Mei 2004 dikeluarkannya Kepmendagri No. 120-424 Th

P aran. PDP, {bd.lm ada payung hukurm untuk

mﬁp?;::'m% ETragsin] Fukimen Sianpeniars 2004 ttg Penanganan Permasalahan yang berkaitan dgn

W;z:ﬂmW&wxﬁ%w o | e o ol Thaoos | \d /

i =t g MRP. / =Z s

— \ g Juli 2005 Pemprov Papua mengeluarkan Perda No.4 Th y,
' \ZQQS ttg Tatacara Pemlllhap_&@g_ola MRF' -

Sumber: Kompas, 2006

Kondisi pembangunan Kesra di Papua setelah Un-  d. Sektor terkait dalam Koordinasi Kemenko Kesra

dang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang otono- saat ini sedang menginventarisir dana-dana Otsus,

mi khusus ditandai: DAU dan DAK serta APBD dan APBN di

a. APBN Papua naik dari Rp 648 M Tahun 2001 Wilayah Perbatasan Papua. Hasil inventarisasi
menjadi Rp 21.926 Triliun tersebut akan disampaikan ke Kemenko Kesra.

b. DANA OTSUS YANG DISALURKAN TAHUN Berdasarkan hasil inventarisasitersebut akan dipe-
2002 S/D 2006 berdasarkan data dari Depdagri takan program beserta pendanaannya untuk bahan
adalah sebagai berikut : masukan dalam penentuan selanjutnya

1. Tahun 2002 : Rp. 1.382 Triliun
2. Tahun 2003 : Rp. 1.530 Triliun
3. Tahun 2004 : Rp. 1.642 Triliun
4. Tahun 2005 : Rp. 1.775 Triliun
5. Tahun 2006 : Rp16,811 Triliun
Total Dana Otsus Tahun 2001- 2006 mencapai
22.929 Triliun

¢. Namun Papua tetap menduduki posisi ke 14 dari
Propinsi miskin di Indonesia dan jumlah pendu-
duknya hampir 40 % hidup dibawah garis kemis-
kinan

. Mengingat kondisi beberapa Kabupaen didaerah

perbatasan Papua hampir sama dengan Kabu-
paten Yahukimo, maka Model Pembangunan
Kesra di Kabupaten Yahukimo direkomendasikan
untuk direplikasikan di Kabupaten lainnya. Untuk
itu sektor terkait diharapkan mempelajari dan
mendukung Model pembangunan Kesra di
Yahukimo tersebut

. Mempertimbangkan peranan tokoh-tokoh adat

sangat berpengaruh dalam menggerakkan masya-
rakat, maka dalam rangka Pembangunan Kesra di
Papua dengan Negara tetangga perlu member-
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dayakan komunitas adat dan institusi adat serta
dalam menyusun perencanaan yang partisipatif
perlu melibatkan seluruh lapisan masyarakat
guna membangun rasa kepemilikan masyarakat
terhadap rencana pembangunan yang disepakati
bersama. Hal ini dimaksudkan agar jangan
sampai ada sekolah yang ditinggal guru atau
Puskesmas yang tidak ada tenaga medisnya
g. Hasil penelitian UNDP melaporkan ada kesen-
jangan mencolok antara pedesaaan dengan

h. Dana pembangunan sekolah berasal dari Peme-
rintah tanpa melibatkan masyarakat, akibatnya
masyarakat tidak pernah merasa memilikinya

i. Masyarakat merasa dimarginalkan oleh Peme-
rintah akibatnya timbul reaksi tidak percaya
kepada Pemerintah yang disikapi sangat berle-
bihan oleh Pemerintah Pusat

j.  Sosial kontrol Pemerintah terhadap penggunaan
dana dan pembangunan bagi masyarakat sangat
terbatas, akibatnya timbul KKN yang berbuntut

perkotaan semakin tidak percayanya masyarakat kepada
pejabat pemerintah
Tabel 3
Alokasi anggaran tahun 2005-2006
Alokasi Anggaran Untuk Prov. Papua dan Prov. Irian Jaya Barat
Tahun 2005-2006
(miliar rupiah)
2005 2006
Prov. Irian Prov. Iri
ProvP ov, Irian
o8 rov Papua Jaya Barat Jumlah Prov Papua Jaya Baral Jumlah

Alokast me!alu[ Belanja ke Daerah 57278 2.021,2 7.749,0 113374 43447 ;5-;&2 1
Cma Peinbangan 40676 | 16855 | 57532 | 89100 | 3mrs | 1amsrs
D?:i 539 3549 8908 1.001,3 8418 '-.542,'9
DAU 33135 12217 453572 7.2519 27663 9998 2
DAK 2182 109.1 3273 656.7 2599 9167
Dana Otsus dan Penyesualan 1.680,1 3356 1.995,7 24274 49,9 | 2924
Dara Otsus 15125 2620 [ A adienl Claee e Sdian
Dana Penyesuaian 1477 727 2204 11,0 - : 1n
Alokasi melalui Belanja Pemerintah Pusat 9694 3269 1.296,3 3
j ; 1 .286, 7880 M4 11203
Dana Dekonsentram_dm TP 599,5 2741 8736 662,2 3290 9!1'1
Dana Dekonsentrasi 184,0 61,3 2453 5404 211 7815
Dana Tugas Pembartuen 455 2128 6283 1218 1079 735
Bagian Anggaran 69 3699 52,8 4227 1258 12I-1 138 2
TOTAL 6.697,2 2348 1 9.0452 121254 l 4.686,1 16,8115

Ket: Unluk Tahun 2006 Dana Otonomi Khusus bagian Provinsi Papua, lermasuk Dana untuk menjaga kelancaran stabilitas prioritas

kegiatan pembangunan sebesar Rp165,086 miliar

Sumber: Kompas, 2006

Berdasarkan tabel 4, terlihat jelas bahwa kenaikan
alokasi anggaran Provinsi Papua dan Irian aya Barat
tahun 2005 maka secara signifikan dari Rp. 9
Trilyun menjadi Rp. 16,8 trilyun pada tahun 2006.
Namun kenaikan alokasi anggaran yang cukup
tinggi tersebut belum diikuti dengan berkurangnya
kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan rakyat

Papua. Untuk itu upaya percepatan Pembangunan
Kesra melalui model-model percontohan pemba-
ngunan Kesra di daerah tingkat Il perlu diciptakan
disamping peningkatan pengawasan dan penegakan
hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku tanpa
pandang bulu.
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Tabel 4
Rincian Belanja Daerah per PropinsifKabupatenyKota Tahun 2005-2006
{Dalam Miliar) N
2005
Dana Parimbangan Dana Otonomi Khusus dan ?mye__su_a_l_:n Jumlah Totat
AERAH :
o —_— DAK Jumlah Dana Otsus - D?Ea'?cnlgsui!nﬁ - Jumlah ﬂa;::n.la::\j:
Pajak .- Mumi| Adhoc Jumlah L
7270 534,37 920,31 ) 10,06 10,06 930,37
) 28, - ) 937 87
¥ab. Biak Mumibar ’ .g | Qu0t2) 2850 - gg: 3 - 3; &1
:10 40,30 |
P28l X 37,
51,40 J 31,07
1260 | 7 3600
14,70 12,62 3324
B |Wab Puncak Jaya  “ 8,45 _ _‘H}% g
3 |Kab.Yapen Waropen [ 032 559 ;”'4.
"0 |Kola Jayapura 19,66 25 o
[ 71 |Kab. Samni 9,08 s e
17 |Rab Keerom 561 — -3t
12 (Kab. Yahukimo ..E r.;; — S
- Binlang s | -5.4‘?'- 3 roET
10,10 . 36,35
774 10,55 35,58
18 |Kab._Asmat 7,20 96 37,37
19 |¥ab. vWaropen 9,85 k X 8, 3524
T 581 = .45 33,20 8,01 3531 7490
e 29638 | 230,52 535,01 | 331346 | 218,24 1512,45 7.560,14
I Barat 9,78 51,28 71,08 128,24 | 10,00 2093 . - 0,36 036 | 038
i :“‘;" S;)"o:‘"“ n daya Bars 4.64 2207 51,7 138.24 7.33 207,26 29,00 = 12,32 12,32 41,32
L "‘n' = —fmﬁ 150 34.06 3875 | 18887 3,74 242,16 28.30 - 13 291 a2
—i— :ﬂ T B 625 15,19 214 145,50 52 181,46 282D 5 11,34 11,34 9,54
| 3_[Kab 3 36 24,08 152,40 45 184 7.10 4, 4,73 183
2 |Kola Sorong 3re2 20, J A0 | A s )
— 1%ab Sorong Seisian 377 | 2150 M2z | 130,12 A6 159, 3,50 . 7. 716 | 3666
5 ma—»‘%ﬂ 1 .63 16,95 7262 6857 10,62 101,81 30,75 B 7 8.72 7.47
5' oo Teluk Binluni I 10,84 14,¢5 108,34 9,57 132,71 ] - 4 542 35,42
3 Kao Telk Mondama 372|482 52,01 41,74 1017 103,92 30,00 - ¥ 327 3337
8 _jKab. ToRk v 9 17,93 2723 175,86 9,13 152,22 3nm 8,50 850 38,50
o |Fab Haimana .30 7, . L 01 38301
o 5035 2945 35486 | 1.221,68 | 109,06 | 1.68560 262,85 - 72,73 12,73 33558 |
[Jumian total 356,74 | 554,03 890,77 | 4.53517 | 327,30| 5.753,24 | 1.775,31 220,41 | 2:0.41 | 1.095,72
Sumber: Kompas, 2006
Tabel 5
Rincian Befanja Daerah per PropinsifKabupaten/Kota Tahun 2005-2006
(Dalam Miliar)
2006
NO DAERAH e DanaF 9 Dana ohm;:l Khusus dan Penyesuaian [ oy Toar
na Penyesualarn
: Pajak SDA Jusiah Bl s NI | e Ot | T AT e Mg dng:::‘np
T_[Provinsi Fa 10940 15 18555 810,28 2 99575 | 126438 = S - 126438 2.26
1_[Kab. Biak Nurmfor |51 1066 76,83 280.25 | 7852 334,61 55.77 5 ~ 55,77 0.38]
o farepere 2139 10,10 31,50 43471 3444 500,65 54,47 : ey e
3_|Kab. Jayawija 27.49 8.76 36,24 | 324,93 a0 397,57 &1 = o R BNl - VY] [ i1
4 ;a‘b. Merauke 28.35 10.60 38,95 531?__232'14 Gufus E% - g; g? ::g ;g
5 i ab. Mimika 65,25 | 55,42 Zo0,67 234.12 31,04 48583 v = - : 2L
2~ ! e . ﬂ "' e -
| 6_[Kab. Habire 2384 soal 44.05 360.11]  20.14 a3ia 53 = CLEN AL e Dda3y)
7 |Kab_Paniai ] 2722|915 76,37 379.02 | . 4184 457 94 50,70 5 - : o
8 |Kab. Puncai yaya_ v 19,81 77 28590 2177 |V 4038|3004 U GIiET _ : 50,10 517,03
9 _|Kab. Yapen Waropen 17,90 40 27,30 . = £ 535 | — 5 f‘-15 I 5 F )
0_|Kota Jayaoua 72.54 62 3116 75 2,75 56.83 340,95
11 |Kab. Sarmi 20,65 10,37 31,02 > 7!: = 52.66 392.05
2 |Kab_Keoron 15,67 10,68 2635 ; — 70 ‘3&2‘3‘2
3 _|Kab_ Yahuki 9 - . AT R P
B o G2r] ___862] 2450 - - 180[ — 44130]
5_|Kab_Tokkara 15,50 8,68 24,18 _ﬁﬂ
16_|Kab. Boven Digoel 22.76 31,03 53.79 2,75 2,15 64,55 0] .
17 |Kab ] 19,75 7 28,37 g X 5998 53379 |
13 [Kab. Asmat 18.21 8,62 26,83 = = !19.?? 454,08
12 |Kab. WWaropen 21,7 9,70 N = = 51,80 46329 |
20 [Sugixi 10,54 8,62 46 50 : oxi i
Jumiah ks gh = 77,14
359,74 441,60 | 1.001.34 |  7.251,92 | 656,74 8.909,99 | 7.415,38 - 11,00 | 11,00 | 2477,38 11.337.37_
H_|Provinsi_Irian Jaya Barat 105,95 41,15 147,10 350,54 = 43T, = 487 64 |
Kab. Sorong_____ 86,00 57.73] 143,73 25837 | 32 e 5356 5 = e - Ao
2_|Kab. Manckwari 71.76 19,11 00,86 | 325.78 | 3534 251.08 54,47 : : o7 4_5'—'“9
|3 |Kab. Fak Fah 26,04 32,16 | 6021|  28623|  3p70 T3 5548 - - _S4A7] = SUG4E
|4 [Kota Soran a1.18 03 52,19 209,56 | 1279 27450 52.06 > - : 56,48 43362 |
|5 [Kab. Sorong Saimian 5 e 2 20 25 2035 P 2 3 52,60 327,19
6 [Kab. Raja Ampat 34.95] 3711 72,06 216,16 | 31,38 | 31960 | 55.77 = E 5700 510,15
Keb.Teluk Birduni 59.76 12.70 102.55 26209 570 T s 2 = - 5577 7537 |
| 8 |Kab. Teluk "“ondama 20,51 11,03 31,54 170.61 5’3’3’ 54513 557 - 3 - 54,73 448,06
'K-ab. Kaimana 135] 47110 78,45 293,52 | 2386 | 29590 | tp.4n E : i 48] i
Jumlah L] — = = - 52
561 280,23 841,61 | 274529 | 759.85 3.847,85 498,82 - S 5 46,92 4.344.77 |
] : 82 | 1.842.95 T — il
Jumiah Tota 142113 721,82 | 1.842.95 | 9.998,21 | 916,68 | 12.757,84 | 2.813,31 -1 11.00] 1100 292430 \ 1-;_-3';_‘;1_}
Keterargan
- Dara Jsus bagian Provinsi Papua, termasuk doane unluk merjega kelancaran stabili printitas kegi: 1 pernt 1 sebesar Rp 165 066 miliar
Sumber: Kompas, 2006
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Berdasarkan tabel tersebut, terlihat jelas bahwa total
dana perimbangan dan dana otonomi Khusus serta
dana penyesuaian yang tersebar diberbagai Kabu-
paten/Kota cukup besar yaitu tahun 2005 sebesar
Rp. 7,7 Trilyun. Berhubung sarana jalan dan trans-
portasi sebagian besar menggunakan angkutan uda-
ra, maka harga bahan-bahan pokok sangat mahal
terutama di desa. Akibatnya rakyat di desa-desa ku-
rang makanan bergizi. Untuk itu upaya peningkatan
kualitas pelayanan kesehatan, pendidikan serta
sarana dan prasarana jalan perlu mendapat prioritas.

Telaahan Tentang Pembangunan Kesra di
daerah Perbatasan Negara

Permasalahan Strategis di Wilayah Perba-
tasan Antar Negara.

1. Ketertinggalan pembangunan masyarakat di
kawasan perbatasan sebagai dampak dari tingkat
kesenjangan pembangunan ekonomi dan kea-
manan apabila dibandingkan dengan masyarakat
yang tinggal di negara jiran.

2. Keterbatasan sarana dan prasarana dasar, trans-
portasi darat dan laut serta telekomunikasi yang
menyebabkan wilayah ini kurang memiliki akses
terhadap pelayanan kesehatan dasar, pendidikan
dan kesempatan yang luas untuk meningkatkan
ekonomi kerakyatan

3. Pemekaran wilayah perbatasan khususnya di pro-
vinsi Riau,Kep Riau& KalBar belum diikuti
dengan ketersediaan aparatur pemerintah sebagai
pelaksana.

4. Terjadinya degradasi ekosistem alam dan lingku-
ngan hayati dengan implikasi berkurangnya ke-
sempatan untuk meningkatkan pendapatan bagi
rakyat.

5. Sulitnya jangkauan informasi menyebabkan ter-
jadinya kendala bagi pembinaan kesadaran ber-
bangsa danberbudaya Indonesia

6. Akibat cakupan pembangunan pendidikan yang
masih rendah telah menyebabkan kurangnya
pemahaman terhadap hukum yang akan meng-
hambat percepatan peningkatan kesejahteraan
rakyat

7. Maraknya illegal logging dan illegal fishing oleh
para pengusaha asing yang tidak bertanggung
jawab telah menyebabkan kerawanan terjadinya
bencana alam banjir dan tanah longsor serta
berkurangnya pendapatan dari hasil kekayaanlaut
bagi para nelayan tradisional.

8. Peredaran produk-produk asing di kawasan
perbatasan sebagai dampak globalisasi ekonomi
menyebabkan produk lokal tidak mampu ber-
saing

9. Cakupan mutu pelayanan kesehatan, pendidikan,
dan daya beli masyarakat di wilayah perbatasan
yang rendah telah menyebabkan kurangnya daya
saing penduduk wilayah perbatasan.

Permasalahan spesifik bidang kesehatan,
pendidikan dan ekonomi kerakyatan di
daerah perbatasan negara

1. Bidang kesehatan

a. Peran dan kesadaran masyarakat untuk me-
ningkatkan pola hidup bersih dan sehat
(PHBS) masih rendah

b. Pendataan yang cepat, tepat, akurat dan meng-
acu pada sistem informasi kesehatan yang
komprehensif belum berjalan

c. Kuantitas dan kualitas SDM KES masih rendah
dan Manajemen KES belum ditata dengan
baik.

d. Sarana dan prasarana RSUD sebagai fungsi
Yan Kes dan Dik Kes belum berjalan dengan
lancar — kekurangan pendidik

e. Pembinaan dan pengendalian terhadap produk,
obat-obatan dan bahan makanan yang beredar
pada masyarakat masih rendah.

f. Peran serta masyarakat dalam pemberantasan
penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan
bahan berbahaya lainnya amsih belum optimal
selain sarana prasarana kuratif, rehabilitasi
terhadap penyalahgunaan NAFZA masih ku-
rang.

2. Bidang Pendidikan

a. Kemampuan Pemda pada sektor pendidikan
masih rendah

b. Pemahaman tentang SISDIKNAS masih belum
optimal menyebabkan kurang terakomoda-
sinya berbagai masalah dan yang diperlukan

c. Desentralisasi pendidikan kurang berjalan
dengan baik, karena berbagai keterbatasan,
terutama SDM yang menangani pendidikan,
dan kendala sistem birokrasi

d. Akuntabilitas pendidikan belum berjalan de-
ngan baik

e. Akses masyarakat pedesaan dan GAKIN untuk
mendapatkan pendidikan yang berkualitas ma-
sih sangat terbatas

3. Bidang Ekonomi Kerakyatan

Lemahnya upaya peningkatan dan pemberdayaan

ekonomi kerakyatan terutama disektor hilir dan

belum optimalnya upaya pemberdayaan Koperasi
dan UMKM
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Kendala — Kendala Peningkatan Kesra di
daerah Perbatasan Negara

1.

Perhatian Pemerintah Daerah terhadap pem-
bangunan bidang kesejahteraan rakyat belum
optimal dalam artian penetapan prioritas pelak-
sanaan kebijakan yang telah dirumuskan tidak
direalisasikan dengan baik dan benar sebagai
implikasi dari pelaksanaan otonomi daerah
Realisasi pembangunan di wilayah perbatasan
negara masih lebih difokuskan pada bidang
pertahanan dan keamanan dibanding bidang
kesejahteraan rakyat, implikasinya pemba-
ngunan SDM di wilayahperbatasan terhambat
akibat rendahnya anggaran bagi sektor pemba-
ngunan pendidikan dan kesehatan

Perhatian terhadap perencanaan untuk mema-
jukan kawasan perbatasan masih belum fokus
pada peningkatan pelayanan kesehatan, pe-
ngembangan sistem pendidikan dan pember-
dayaan koperasi, UMKM

Supremasi hukum yang masih lemah diwilayah
perbatasan telah menyebabkan maraknya illegal
fishing, dan illegal trading, kondisi ini meru-
pakan penghambat laju pertumbuhan ekonomi
rakyat

Infiltrasi budaya negara jiran ke wilayah
perbatasan NKRI telah mempengaruhi perkem-
bangan mutu pendidikan dan proses pembela-
jaran anak didik

Pengaruh Ling-Stra, Peluang dan Kendala

Intemasional: Globalisasi Teknologi, Informasi,
Transportasi, Liberalisasi Ekonomi

Regional: ASEAN Free Trade Area, General
Border Committee SIJORI (Singapore, Johor,
Riau Committee on Trade) Otonomi Daerah
Nasional: Otonomi Daerah

KONSEPSI (Kebijakan, Strategi dan Program
Peningkatan Kesra di Daerah Perbatasan Nega-
ra)

Kebijakan:

1. Bidang Kesehatan

Percepatan pembangunan kesehatan dengan

fokus pada pemberdayaan masyarakat guna me-

realisasikan pola hidup bersih dan sehat (PHBS)
antara lain dengan :

a. Melaksanakan pendataan yang mengacu pada
informasi kesehatan yang tepat, akurat dan
komprehensif

b. Meningkatkan mutu tenaga kesehatan dan pe-
nataan manalemen pembangunan kesehatan
yang terintegrasi

¢. Meningkatkan perlindungan masyarakat terha-
dap penyalahgunaan produk obat-obatan dan
bahan makanan melalui pembinaan. Pengawa-
san yang intensif

d. Memberdayakan masyarakat dalam pemberan-
tasan penyalahgunaan narkotika, psikotropika
dan zat aditif lain dengan meningkatkan sarana
dan prasarana kuratif dan rehabilitatif

e. Mengembangkan RSUD menjadi RS pendi-
dikan dan pelayanan kesehatan yang terakre-
ditasi dengan beberapa jenis layanan yang
mampu mendukung penyiapan SDM yang
berkualitas di bidang kesehatan

2. Bidang Pendidikan

Percepatan pembangunan sistem pendidikan

yang berkelanjutan dengan:

a. Penyediaan buku pokok dan buku penunjang
pada pendidikan kanakkanak, dasar, mene-
ngah dan pendidikan luar sekolah

b. Meningkatkan angka partisipasi anak-anak
usia sekolah untuk mengikuti pendidikan di
daerah terpencil, terisolir dan marjinal

c. Meningkatkan kualitas dan kuantitas tenaga
pengajar pada seluruh tingkatan sesuai de-
ngan disiplin ilmu yang diperlukan

d. Meningkatkan sarana dan prasarana pendidi-
kan bagi USIa dini dan penyandang cacat
(SDLB dan SLB)

e. Meningkatkan peran dan fungsi Balai Pela-
tihan Guru (BPG), Balai Pelatihan Kegiatan
Belajar (BPKB), Balai Teknologi Pendidi-
kan (BPT), serta Pendidikan Luar Sekolah
(PLS)

f. Pembinaan dan pengembangan serta penye-
diaan sarana dan prasarana perpustakaan

g. Meningkatkan koordinasi, integrasi dan sin-
kronisasi program pembangunan pendidikan
antara pemerintah, pemda dan swasta

h. Mengadakan kegiatan yang dapat melestari-
kan budaya lokal

Bidang Ekonomi Kerakyatan

Percepatan peningkatan ekonomi kerakyatan

yang berdaya saing dengan:

a. Penguatan struktur kesra di wilayah per-
batasan melalui pemberdayaan ekonomi
rakyat terutama di sektor hilir. Perluasan
ketersediaan sarana dan prasarana serta
infrastruktur dasar serta transport dan
komunikasi dengan mengikuti peran dunia
usaha

b. Peningkatan akses pembangunan koperasi,
DMKM dengan membangun industri keeil
pengolahan hasil produk unggulan di hilir

c. Pembentukan zona-zona industri kecil,
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menengah dan koperasi desa dengan men-
ciptakan iklim investasi yang kondusif
yang dikelola secara profesional

d. Peningkatan kemampuan ekonomi masya-
rakat dengan pembentukan zona-zona in-
dustri menengah, keeil dan mikro serta
koperasi dengan memanfaatkan sumber
daya lokal seeara bertanggung jawab dan
profesional

Strategi Peningkatan Kesra di Wilayah Per-
batasan Negara

1. Bidang Kesehatan

a. Pemberdayaan masyarakat dengan me-
revitalisasigerakan masyarakat luas agar
hidup sehat dan merealisasikan "Desa
Siaga"

b. Peningkatan kapasitas SDM Kes, Per-
alatan, Mekanisme Kerja, Duk Log Kes
dengan eara membuat Nota Kesepa-
haman (MoD) antar Pemda

2. Bidang Pendidikan

a. Peningkatan kemampuan dan jumlah
tenaga pengajar serta mutunya

b. Pembangunan sekolah umum dan
kejuruan, madrasah serta sarana pendi-
dikan lainnya melalui penyusunan Nota
Kesepahaman (MoD) antar Pemda

3. Bidang Kerakyatan

a. Perluasan kesempatan kerja
Pemberdayaan masyarakat melalui pe-
manfaatan lahan kelapa sawit, per-
ikanan, peternakan dan perunggasan
Pendampingan pada pemberian kredit
mikro

tar daerah dan negara lingkup ASEAN dengan
membuat sekolah di perbatasan antar negara
(Border School)

c. Pengembangan wawasan dan pengetahuan
tentang persatuan dan kesatuan NKRI

d. Pendidikan dan pengembangan budaya lokal

e. Peningkatan pembangunan sarana dan pra-
sarana pendidikan bersifat bergerak

f. Penambahan guru dan sekolah di wilayah per-
batasan

g. Pemberian insentif kepada investor di bidang
kesehatan dan pendidikan melalui kebijakan
fiskal pemerintahan

h. Pengembangan Pendidikan Dasar dan Mene-
ngah

i. Pelatihan tenaga terampil (life skill educa-
tion)

. Bidang Ekonomi Kerakyatan

a. Peningkatan dan pengawasan mutu dan produk
usaha kecil, menengah dan mikro yang diper-
dagangkan

b. Peningkatan ketahanan pangan desa

c. Pembangunan sarana perumahan rakyat berupa
Rumah Sederhana Sehat (RSH) dan Rumah
Susun Sederhana dan Sewa (RUSUNA WA)

d. Peningkatan manajemen pengawasan perba-
tasan

e. Pembangunan jejaring telekomunikasi dan in-
formasi

f. Pembangunan Pos Lintas Batas tambahan
yang dilengkapi dengan Karantina, Imigrasi,
Bea Cukai dan Keamanan untuk memantau
dan mengawasi terjadinya penyebaran penya-
kit dan masalah sosial lainnya

Program Peningkatan Kesra di Wilayah
Perbatasan Negara
1. Bidang Kesehatan
a. Pembangunan sarana air bersih, rumah sehat
danjamban keluarga
b. Pembangunan Puskesmas, Puskesmas keli-
ling Terapung, Pondok Bersalin
c. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat
melalui revitalisasi Posyandu dan revitalisasi
surveilans epidemologi
d. Penambahan jumlah dokter, bidan, sarjana
kesehatan masyarakat, ahli gizi dan tenaga
sanitasi
2. Bidang Pendidikan
a. Pengembangan pendidikan kejuruan pertanian
dan industri kecil serta usaha mikro
b. Peningkatan kerjasama bidang pendidikan an-

Permasalahan Umum Pembangunan di Dae-
rah Tertinggal

Secara umum ada beberapa permasalahan
dalam pembangunan Daerah Tertinggal yaitu :

1. Belum tersentuh Program Pembangunan
Masyarakat yang berada di Daerah tertinggal pa-
da umumnya masih belum banyak tersentuh oleh
program-program pembangunan schingga akses
terhadap pelayanan sosial, ekonomi dan program
masih sangat terbatas serta terisolir dari wilayah
di sekitarnya. Oleh karena itu kesejahteraan ke-
lompok masyarakat yang hidup di wilayah
tertinggal memerlukan perhatian dan keber-
pihakan pembangunan yang besar dari peme-
rintah. Permasalahan yang dihadapi dalam pe-
ngembangan Daerah tertinggal, termasuk yang
masih dihuni oleh komunitas adat terpencil antara
lain:
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a. batasnya akses tranportasi yang menghu-
bungkan Daerah tertinggal dengan wilayah
yang relatif lebih maju;

b. Kepadatan penduduk relatif rendah dan ter-
sebar;

c. Kebanyakan wilayah-wilayah ini miskin sum-
ber daya, khususnya sumber daya alam dan
manusia;

d. Belum diprioritaskannya pembangunan di wi-
layah tertinggal oleh pemerintah daerah karena
dianggap tidak menghasilkan pendapat asli
Daerah (PAD) secara langsung;

e. Belum optimalnya dukungan sektor terkait un-
tuk pengembangan wilayah-wilayah ini.

2. Belum dikembangankan Wilayah-wilayah Stra-
tegis dan Cepat Tumbubh.

Banyak wilayah-wilayah yang memiliki produk

unggulan dan lokasi strategis belum dikem-

bangkan secara optimal. Hal ini disebabkan,
antara lain :

a. Adanya keterbatasan informasi pasar dan
teknologi untuk pengembangan produk
unggulan;

b. Belum adanya sikap profesionalisme dan
kewirausahaan dari pelaku pengembangan
kawasan di daerah,;

c. Belum optimalnya dukungan kebijakan
Nasional dan Daerah yang berfihak pada
petani dan pelaku usaha swasta;

d. Belum berkembanganya infrastruktur ke-
lembangaan yang berorientasi pada penge-
lolaan pengembangan usaha yang berke-
lanjutan dalam perekonomian daerah;

€. Masih lemahnya kordinasi, strategi, dan
kerjasama diantara pelaku-pelaku pengem-
bangan kawasan, baik pemerintah, swasta,
lembaga non pemerintah, dan masyarakat,
serta antara Pemerintah Pusat, Provinsi, dan
Kabupaten/Kota, dalam upaya mening-
katkan daya saing produk unggulan;

f. Masih terbatasnya akses petani dan pelaku
usaha kecil terhadap modal pengembangan
usaha, input produksi, dukungan teknologi,
dan jaringan pemasaran, dalam upaya
mengembangkan peluang usaha dan kerja-
sama investasi;

g. Keterbatasan jaringan prasarana dan sarana
fisik dan ekonomi dalam mendukung pe-
ngembangan kawasan dan produk unggulan
daerah;

h. Serta belum optimalnya pemanfaatan ke-
rangka kerjasama antara wilayah maupun
antar negara untuk mendukung peningkatan
daya saing kawasan dan produk unggulan.

Sebenarnya, wilayah strategis dan cepat
tumbuh ini dapat dikembangan secara lebih
cepat, karena memiliki produk unggulan
yang berdaya saing. Jika sudah berkembang,
wilayah-wilayah tersebut diharapkan dapat
berperan sebagai penggerak bagi pertum-
buhan ekonomi di wilayah—wilayah seki-
tarnya yang miskin sumber daya dan masih
terbelakang.
3. Terbatas Akses di Wilayah perbatasan dan Ter-
pencil.
Wilayah perbatasan, termasuk pulau-pulau kecil
tertular memiliki potensi sumber daya alam yang
cukup besar, serta merupakan wilayah yang
sangat strategis bagi pertahanan dan keamanan
negara. Namun demikian, pengembangan di be-
berapa wilayah perbatasan masih sangat jauh
tertinggal dibandingkan dengan pembanguanan di
Wilayah negara tetangga. Kondisi sosial ekonomi
masyarakat yang tertinggal di daerah ini umum-
nya jauh lebih rendah dibandingkan dengan
kondisi sosial ekonomi Warga Negara Tetangga.
Hal ini telah mengakibatkan timbulnya berbagai
kegiatan ilegal di daerah perbatasan yang dikha-
watirkan dalam jangka panjang dapat menim-
bulkan berbagai kerawanan sosial.

Permasalahan utama dari ketertinggalan
pembangunan di wilayah perbatasan adalah arah
kebijakan pembangunan kewilayahan yang selama
ini cenderung berorientasi ‘inward looking’ sehinga
seolah-olah kawasan perbatasan hanya menjadi
halaman belakang dari pembangunan negara. Aki-
batnya wilayah-wilayah perbatasan dianggap bukan
merupakan wilayah prioritas pembangunan oleh
pemerintah pusat maupun daerah. Sementara itu
pulau-pulau kecil yang ada di Indonesia sulit ver-
kembang terutama karena lokasinya sangat terisolir
dan sulit dijangkau. Diantaranya banyak yang tidak
berpenghuni atau sangat sedikit jumlah penduduk-
nya, serta belum tersentuh oleh pelayanan dasar dari
pemerintah.

Ketidakseimbangan pasokan sumberdaya
alam dengan kebutuhan pembangunan. Persoalan ini
mencuat pada 5 tahun terakhir ini diakibatkan oleh
bencana alam, penjarahan hutan, dan pengrusakan
lingkungan yang berakibat pada semakin menu-
runnya daya pasok air baik untuk kebutuhan manu-
sia maupun untuk yang mayoritas masyarakat hidup
dibawah garis kemiskinan. Dijarah dan digundu-
linya hutan lindung berakibat pada semakin tipisnya
persediaan air bawah tanah dan terjadinya banjir.
Keadaan ini menjadikannya daerah tertinggal me-
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masuki wilayah bencana, lahan kering, dan rawan
banjir.

Untuk mengefektifkan penanganannya,
maka berbagai kondisi masalah di atas dikelom-
pokkan 5 (lima) aspek masalah yaitu :

1. Permasalahan berkaitan dengan Pengembangan
Ekonomi Lokal;

2. Permasalahan Pengembangan Sumber Daya Ma-
nusia;

3. Permasalahan berkaitan dengan Kapasitas Ke-
lembagaan,;

4. Permasalahan berkaitan dengan Prasarana dan
Sarana;

5. Permasalahan berkaitan dengan Karakteristik
Daerah.

Aspek Pengembangan Ekonomi Lokal
Permasalahan aspek Pengembangan Ekono-

mi Lokal meliputi:

a. Rendahnya tingkat pendapatan masyarakat

b. Rendahnya ketrampilan manajemen usaha

c. Kurangnya permodalan untuk pengembangan
usaha

d. Kurangnya peralatan dan
kegiatan produksi masyarakat

e. Tidak kontinyunya distribusi bahan-bahan pen-
dukung produksi.

f. Terbatasnya akses dan sarana pemasaran untuk
perluasan pasar.

teknologi  untuk

Aspek Pengembangan Sumber Daya Manu-
sia

Permasalahan aspek Pengembangan Sum-
ber Daya Manusia meliputi :

a. Rendahnya kualitas pendidikan dan fasilitasnya
menyangkut guru, bangunan sekolah, kurikulum,
dan laboratorium.

b. Rendahnya tingkat kesehatan masyarakat

c. Kurangnya fasilitas kesehatan dan tenaga medis/
paramedis

d. Rendahnya kualitas kesehatan lingkungan per-
mukiman

e. Kurangnya prasarana dan sarana peningkatan
ketrampilan tenaga kerja.

Aspek Kelembagaan
Permasalahan aspek kelembagaan meliputi :
a. Umumnya lembaga terbentuk secara non formal
tanpa memiliki struktur organisasi dan anggaran
dasar dan rumah tangga.
b. Lembaga yang terbentuk secara formal dan
mempunyai hierarki organisasi, umumnya belum

mempunyai visi, misi, tujuan, sasaran, dan
program serta rencana kerja secara jelas.

c. Lembaga belum mempunyai pengaturan meka-
nisme kerja internal dan eksternal.

d. Terbatasnya jumlah sumberdaya manusia yang
terlibat dalam pengelolaan lembaga

e. Rendahnya kemampuan pengurus dalam mema-
hami, menjabarkan dan mengembangkan visi,
misi, tujuan dan sasaran lembaga.

f. Terbatasnya prasaranan dan sarana pendukung
yang dimiliki lembaga, baik berupa prasaran kan-
tor, fasilitas dan sarana kerja.

g. Terbatasnya sumber pembiayaan untuk melak-
sanakan program dan kegiatan lembaga.

h. Terbatasnya informasi dan jaringa kerja yang
dimiliki oleh lembaga.

Aspek Prasarana Sarana
Permasalahan aspek prasarana dan sarana

meliputi :

a. Kurangnya prasarana dan Sarana transportasi
darat, laut, dan udara

b. Rendahnya kualitas air bersih dan sulitnya akses
dalam mendapatkan air bersih.

c. Permasalahan prasaranan dan sarana irigasi
sebagai penyedia air untuk produksi pertanian

d. Permasalahan prasaranan dan sarana pendidikan,
kesehatan, dan ekonomi.

e. Permasalahan penataan dan penyediaan peruma-
han masyarakat.

Aspek Karakteristik Daerah

Permasalahan aspek karakteristik daerah

meliputi :

a. Seringnya terjadi bencana banjir baik yang ada di
area pemukiman maupun area produksi (sawah/
ladang/tambak, dan lain-lainnya).

b. Seringnya terjadi permasalahan sosial, terutama
kelaparan dan kekurangan pangan.

c. Seringnya terjadi bencana alam longsor/erosi/
abrasi.

d. Banyaknya lahan kritis dan kerusakan lingkungan

e. Terjadinya konflik sosial yang menjadi faktor
penghambat proses pembangunan.

f. Beberapa daerah mengalami masalah kebakaran
yang telah melumpuhkan aktivitas masyarakat.
Disamping permasalahan mendasar tersebut, ter-
dapat pula beberapa permasalhan yang bersifat
spesifik terutama di daerah perbatasan yang men-

cakup:

a. Aspek penyelesaian demarkasi dan deliniasi ba-

tas, serta

b. Aspek politik, hukum dan keamanan
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c. Aspek Penyelesaian Demarkasi dan Deliniasi
Batas

Permasalahan aspek penyelesaian demar-
kasi dan deliniasi batas meliputi :

a. Belum dirundingkan dan disepakatinya beberapa
segmen garis batas dengan Negara Tetangga ba-
tas batas darat maupun batas laut

b. Beberapa titik dasar di pulau-pulau kecil terluar
belum ditetapkan

c. Belum adanya peraturan perundang-undangan
yang menjadi payung bagi penetapan batas wi-
layah Negara secara menyeluruh.

d. Belum tertatanya tanda fisik batas antara Negara.

Permasalahan aspek Politik, Hukum dan

Keamanan diantaranya :

a. Meningkatnya eksploitasi sumberdaya alam se-
cara tidak terkendali, seperti penebang kayu
ilegal, Penambangan pasir laut, serta pencurian
ikan oleh kapal-kapal ikan asing di perairan ZEE
(Zona Ekonomi Eklusive).

b. Meningkatnya aktivitas-aktivitas ilegal di wila-
yah perbatasan antar negara dan pulau-pulau
kecil terluar

c. Adanya potensi sengketa wilayah dengan Negara
Tetangga yang mengancam kedaulatan wilayah
Negara akibat belum adanya kesepakatan batas
darat dan laut.

d. Terbatasnya prasarana dan Sarana perbatasan.

Disamping Permasalahan tersebut di ats
beberapa maslah yang menghambat Pencepatan
Pembangunan Daerah Tertinggal adalah :

1. Kurang perhatian Pemda karena sedikit
menghasilkan PAD

2. Lemahnya KWALITAS SDM

. Terbatas Saran dan Prasarana

4. STRANAS PDT belum menjadi Rujukan Sektor,
Prov, Kabupaten atau K/L dalam PDT karena
belum memiliki dasar legalitas yang kuat dapat
dipacu oleh K/L terkait.

5. Belum ada kejelasan tentang bagaimana
menindaklanjuti STRANAS PDT

6. Belum ada Pedoman/Komitmen bersama yang
mengikat untuk menserasikan kebijakan K/L
terkait dalam pembangunan PDT

7. Sulitnya Koordinasi Lintas Instansi Pusat dan
Daerah

8. Duplikaksi Fungsi

9. Belum ada formula *““Cost Sharing™

W

Analisa SWOT Pembangunan di Daerah
Tertinggal

Berdasarkan data dan Informasi yang diper-
oleh dari berbagai sumber dan berbagai Instansi baik
di Pusat maupun di daerah, dalam laporan ini
dilakukan SWOT analysis terhadap tiga Aspek
Kunci yang berperan strategis dalam mempercepat
Pembangunan Daerah Tertinggal yaitu:
1. Aspek Konsepsi, Kebijakan dan Program
2. Aspek Kelembagaan
3. Aspek Pendanaan

Hasil SWOT analisis tersebut dapat di lihat pada
Matrik di bagian lampiran.

Kesimpulan

Untuk Papua:

1. Untuk membuka keterisolasian Wilayah Papua
utamanya Kabupaten — Kabupaten di Pegunungan
Tengah dan Selatan Papua, Kementerian
Koordinator Bidang Kesra akan membuat model
Pembangunan Daerah Tertinggal di Kabupaten-
Kabupaten Tolikara, Pegunungan Bintang, Jaya
Wijaya, Puncak Jaya, Panai, dan Yahukimo yang
melibatkan berbagai Departemen dalam satu Tim
Koordinasi Lintas Departeman secara Terpadu

2. Perlu penyusunan rencana yang partisipatif
melibatkan seluruh lapisan masyarakat untuk
membangun rasa kepemilikan  masyarakat
terhadap rencana pembangunan yang disepakati
bersama (Sense of Planning Ownership)

3. Meningkatkan pelayanan sosial kepada masya-
rakat melalui perencanaan sektoral yang terin-
tegrasi dengan melibatkan masyarakat pedesaan

4. Meningkatkan kualitas SDM dan institusi DPR
daerah. UNDP akan membantu pengadaan Tech-
nical Assistance dan Financial TA

5. Meningkatkan kapasitas Media yang focus ten-
tang Equity Issue di Papua

6. Memberdayakan komunitas adat dan institusi
adat

7. Meningkatkan kemitraan pemerintah dengan
negara donor dalam pembangunan jangka pan-
jang untuk membangun meningkatkan kapasitas
pemerintah daerah dan pemangku kepentingan

8. Pemerintah perlu mendorong Pemda mening-
katkan anggaran di bidang pendidikan, kesehatan,
dan pemberdayaan masyarakat karena temuan di
lapangan dan pendidikan hanya 4 % dari APBD

Dalam hal peningkatan Kesra di wilayah
perbatasan negara:
a. Percepatan pembangunan kesejahteraan rakyat di
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wilayah perbatasan sangat diperlukan dengan
mempertimbangkan karakteristik lokal

. Diperlukan adanya Perundang Undangan Legis-

lasi yang mengatur batas wilayah perbatasan
NKRI

. Diperlukan institusi yang khusus mengelola

wilayah perbatasan secara intensif

. Percepatan pembangunan kesejahteraan rakyat

di wilayah perbatasan agar mengikut sertakan
dan memberdayakan semua pemangku kepen-
tingan termasuk kalangan dunia usaha
pembangunan  kesejahteraan rakyat
diutamakan dengan mendirikan sekolah dengan
asrama, penempatan guru berkualitas, distribusi
tenaga kesehatan secara merata, menguatkan
lembaga perbankan bagi kredit rnikro dan
pendampingan

Untuk Pembangunan Daerah Tertinggal:

L.

14

Perlu Instruksi Presiden tentang Rencana Aksi
Nasional Pembangunan Daerah Tertinggal se-
bagai Payung koordinasi Implementasi Program
PDT.

Re fungsi Institusi Pemda untuk meningkatkan
Proporsi alokasi anggaran untuk Pembangunan
Daerah Tertinggal yang PAD kecil di dae-
rahnya.

Perlu Peraturan Menteri Keuangan untuk
Forrmula *“ Cost Sharing ““ dalam rangka PDT.

4.

5.

Anggaran PDT Sektoral dimasukkan dalam
DAK agar Bupati bertangung jawab.
Menerbitkan Peraturan Pemerintah tentang LPJ
Bupati yang muatannya berisi kinerja Bupati
tentang Pembangunan Daerah Tertinggal seba-
gai pertanggung jawaban Bupati tentang Pemba-
ngunan Kesra di Daerah Tertinggal.

Untuk membuka Keterisolasian Daerah Terting-
gal, porsi dana untuk Pembangunan Tenaga
Listrik Mikrohydro, sarana jalan/ transportasi
dan komunikasi ditingkatkan.

Peningkatan porsi alokasi dana untuk prasarana
serta sarana Pendidikan, Kesehatan, serta pem-
bangunan sentra—sentra produksi dan pasar guna
membangun ekonomi kerakyatan.

Daftar Pustaka
Undang — Undang Nomor 32 Tahun 2004

tentang Pemerintahan Daerah

Undang- Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang

Otonomi Khusus dan beberapa Kabupaten
di Provinsi Papua.

Inpres Nomor 5 tahun 2007 Tentang Mempercepat

Pembangunan di Papua.

Kompas, 2 Januari 2006.
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LAMPIRAN
Telaahan Pembangunan Daerah Tertinggal di Era Otonomi Daerah
NO ASPEK STRENGTH WEAKNESS (Kelemahan) OPPORTUNITY THREAT
(Peluang) (Tantangan)
L. Konsepsi, 1) Sudah ada UU.No 32 dan 1) Belum ada Rencana Aksi 1) Political Will 1) Eforia Demokrasi
Kebijakan, 33 Tahun 2005 yang Nasional PDT yang pemerintah yang kuat ~ 2) Kegamangan
dan Program mengatur pembagian dikukuhkan dengan Inpres 2) Sudah ada RPJM, Pemerintah Pusat
urusan pusat dan daerah yang mengatur siapa Renstra, Renstrada, Melakukan
(CONCURENT) mengerjakan apa, tentang apa Renstra Sektoral dan Pengawasan
2) Sudah ada RPJM, dan di mana serta bagaimana ? Pendanaan dari Terhadap Daerah
Renstra, Renstrada, 2) Masing-masing Kabupaten Pemerintah Pusat dan  3) Belum jelas
Program dan RKP Tahun mengajukan anggaran ke sektor Daerah serta pembagian
2006 sampai 2007 dan Renstrada ke Menneg PDT Kebijakan Tanggung Jawab
3) Arahan Menko Kesra dan mengakibatkan kerancuan Pembangunan Pendanaan secara
Menneg PDT yang jelas anggaran dan perencanaan Manusia Indonesia Formal, serta
dan terarah 3) STRANAS PDT belum 3) Konsep RAN PDT Sharing,
4) Paradigma Baru Kesra menjadi Rujukan Sektor, Prov, sudah ada yang telah Pendanaan dalam
Memandang Dana sebagai Kabupaten atau K/L dalam dibahas lintas Pelaksanaan
Investasi Pengembangan PDT karena belum memiliki Departemen serta Peningkatan Kesra
SDM dasar legalitas yang kuat yang mendapat dukungan di Daerah
dapat diacu oleh K/L terkait Menko Kesra Tertinggal
4) Belum ada kejelasan tentang melalui surat No. Misalnnya :
bagaimana menindaklanjuti B.65/Menko Kelaparan di
STRANAS PDT Kesra/TV 2007 Yahokimo dan
5) Belum ada pedoman / tanggal 6 April 2007 NTT
komitmen bersama yang kepada Menteri 4). Forum Kordinasi
mengikat untuk menserasikan Negara Sekretaris yang ada belum
kebijakan K/L terkait dalam Kabinet dan Meneg efektif untuk
pembangunan PDT PPN/Ketua Bappenas melaksanakan
kebijakan dan
program PDT
yang ada.
1T Kelembagaan Secara formal sudah ada 1) Lembaga Koordinasi yang 1) Adanya “Political 1) Kemenko Kesra
Kementerian Negara PDT ada belum Efektof Will”” Pemerintah maupun Meneg PDT
sebagai Lembaga 2) Di Daerah tidak ada Dinas yang kuat dalam tidak punya
Koordinasi Lintas Sektor. yang khusus menangani PDT PDT Kelembagaan
2) Berbagai Perwakilan di
Departemen Daerah yang
Teknis memiliki menangani PDT
Program PDT 2) Tim Koordinasi
yang ada belum
menampung
keseluruhan Program
PDT dan belum
Optimal Hubungan
Kerjanya dengan
Instansi Daerah
I Pendanaan 1) Dana Pusat dan Daerah Pemda Provinsi dan Kabupaten 1) Pemerintah dan 1) Peluang
Pembangunan Daerah  memberikan Proporsi dana PDT ~ DPR mempunyai Kebocoran Dana
Tertingal cukup memadai. yang dialokasikan di APBD  Political Will yang PDT dengan Pola
Di Papua dan NAD sangat terbatas kuat untuk Kerja sekarang
2) Setiap tahun dana untuk Meningkatkan cukup besar
PDT naik secara signifikan Jumlah Dana bagi disebabkan kurang
PDT tersedia Petugas
2) Adanya KMK 35  Pengawasan di
Tahun 2003  lapangan terutama di
mendorong Daerah  daerah terpencil
untuk Sharing 2) Kegamangan
Pendanaan Daerah  Pemerintah  Pusat
tertinggal dalam  menyikapi

Otoritas ~ Otonomi
Daerah.  Misalnya
dalam  mengawasi
Penyaluran  Dana-
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Dana
Khusus
khawatir
Politik
meruncing
hampir 5
pelaksanaan
belum

Otonomi
Papua,
gejolak
semakin

sudah
tahun
Otsus

pernah

dilakukan Evaluasi.
3) Munculnya

Mekanisme
Kolaborasi

dari

Eksekutif Legislatif

Daerah
kepentingan

untuk

kelompok tertentu

4) Belum jelas

s€cara

formmal pembagian
Tanggung Jawab
Sharing Pendanaan
Pusat, Propinsi dan

Kabupaten/Kota

5) Para
maupun
Daerah
mampu
membangun
and Balance
sehat
Pembangunan

Eksekutif
legislatif

belum
untuk
Cheks

yang
dalam

Daerah Tertinggal.
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NO ASPEK Strategis Meningkatkan Kekuatan dan Mengurangi Strategi Memanfaatkan Peluang untuk
Kelemahan untuk Memanfaatkan Peluang dan Menghadapi Tantangan
menghadapi tantangan
L. Konsepsi, 1.  Menyusun Rencana Aksi Nasional PDT yang 1. Menyiapkan RUU atau RPP tentang
Kebijakan dan dikukuhkan dengan Inpres. LPJ Kepala Daerah yang memuat
Program 2. RAN PDT dengan Pendekatan Karakteristik dan kinerja Kepala Daerah yang
Potensi Daerah. memuat Kinerja Kepala Daerah
3. Di buat Pedoman yang mengatur kewajiban Tentang Pelaksana RAN PDT.
masing-masing. K/L, Provinsi, Kabupaten, dll. 2. Menyusun Sistem pengawasan
Menguji ketertingalan PDT. yang Akuntable dan Transparan,
melibatkan unsur — unsur dari Pusat
dan Daerah dilandasi Peraturan
Perundang — undangan yang ada
IL. Kelembagaan 1. Memperkuat Kementerian Negara PDT dengan 1. Memebantuk Team Koordinasi
pendekatan Regional yang mempunyai tugas Pembangunan Daerah Tertinggal
kebijakan, Program dan pelaksanaan serta diperkuat dengan unsur — unsur
pemantauan dan Evaluasi Program — program yang mewakili berbagai pemangku
PDT di Daerah. kepentingan baik di Pusat maupun
2. Memperkuat dan Mengembangkan forum — forum di Daerah
koordinasi dalam rangka membangun daerah
tertinggal.
III.  Pendanaan 1. Setiap Proram Kesra didukung dengan Pendanaan

Sharing Pemerintah Propinsi dan Kabupaten
melalui sistem Matching Grand (KMK No.
35/2003) atau “Cost Sharing”

2. Mekanisme perencanaan dan pengawasan dengan

pola “One Step Service”
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